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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada KPP Pratama Cibeunying, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:
1. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di KPP Pratama Cibeunying yaitu diawali dengan mendaftarkan objek pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, penghitungan PBB terhutang oleh KPP / DJP dan diakhiri oleh Wajib Pajak dengan membayar PBB terhutang kepada Bank, Pos, dan lembaga-lembaga yang di tentukan oleh pemerintah.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan PBB di KPP Pratama Cibenying adalah :
a. KPP Pratama Bandung Cibeunying (pemungut PBB)
b. Orang Pribadi dan atau Badan yang masuk ke dalam wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cibeunying (yang dipungut PBB).
c. Bank, Pos, dan Badan-Badan lain yang ditentukan pemerintah (tempat pembayaran PBB terhutang)
3. Penyebab dan solusi masih adanya subjek pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB Di KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu :
a. Penyebab masih adanya subjek pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB Di KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu karena KPP Pratama Bandung Cibeunying sulit mendapatkan data kependudukan yang up to date.
b. Solusi yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying agar masyarakat terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB adalah dengan terjun langsung ke wilayah-wilayah yang masyarakatnya diidentifikasi masih  banyak yang belum teraftar sebagai WP PBB.
4. Upaya Yang Dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying Dalam Mengoptimalkan Penerimaan PBB
a. Intensifikasi perpajakan.
Yaitu melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan penerimaan dari wajib pajak PBB yang telah terdaftar 
b. Ekstensifikasi perpajakan
Yaitu upaya-upaya untuk memaksimalkan penerimaan PBB dari objek pajak yang belum terdaftar.
5. Upaya yang Dilakukan KPP Pratama Cibeunying jika rencana penerimaan PBB tidak terealisasi yaitu melakukan target dan monitoring secara rutin terhadap pencapaian realisasi penerimaan dengan menyusun laporan dari unit terbawah (kantor pelayanan pajak) kepada kantor diatasnya hingga kantor pusat. 

5.2	Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak  KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung, penulis ingin menyampaikan saran yang mudah-mudahan dapat memberikan masukan yang positif guna meningkatkan kualitas dan kuantitas KPP terutama dalam pelaksanaan pemungutan PBB, diantaranya:
1) Prosedur sudah baik, sudah sesuai dengan peraturan. Dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
2) Kinerja petugas yang terkait harus ditingkatkan lagi, terutama seksi penagihan yaitu dalam melakukan penagihan PBB terhutang kepada masyarakat yang tidak membayar maupun yang kurang bayar.
3) Meningkatkan sosialisasi-sosialisasi tentang PBB kepada masyarakat yang mempunyai objek pajak PBB tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB, bila perlu memberikan sanksi berat yang membuat jera.
4) Melakukan kerja sama dengan SAMSAT yakni dengan membuat nota kerja sama antara KPP dengan SAMSAT disetiap daerah. Fungsi kerjasama ini adalah setiap Wajib Pajak (WP) yang akan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembuatan STNK baru, Pengurusan Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBNKB) wajib menunjukan atau melampirkan fotocopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi semua jenis kendaraan bermotor (roda dua atau lebih). 
5) Jika rencana Penerimaan PBB tidak terealisasi, sebaiknya melakukan evaluasi, diantaranya melihat kinerja petugas yang terkait juga melakukan tindakan-tindakan tegas kepada Wajib Pajak PBB yang tidak membayar PBB terhutangnya diantaranya memberikan sanksi.
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